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άDǳƴŀ mendorong penguatan ekonomi nasional melalui 
transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan 
penggunaan Rupiah untuk transaksi di dalam negeri. 
Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah 
Negara berdaulat. Transformasi ekonomi juga 
memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain 
seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, 
penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi 
manusia. Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan 
kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan ƪƻƪƻƘέ 



LANDASAN UTAMA PENERBITAN KETENTUAN 

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH 

Link UU Mata 
Uang 
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Dimensi Hukum 

- UU Mata Uang 

- UU Bank Indonesia 

- Peraturan Lainnya 

Dimensi Ekonomi 

Mengurangi tekanan 
demand valas di 
pasar domestik 

 

 

Dimensi Kebangsaan 

Rupiah yang 
berdaulat & memiliki 
martabat, 
dapatmendukung 
nilai tukar Rupiah 
yang stabil 
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DIMENSI HUKUM 

UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 

UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang  
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UNDANG-UNDANG MATA UANG  

Kewajiban  Penggunaan  Rupiah   (Pasal 21 ayat  (1) UU Mata  Uang)  

Setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Pengecualian  Kewajiban  Penggunaan  Rupiah  (Pasal 21 ayat  (2) UU Mata  Uang)  

Kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi: 

a. transaksi tertentu  dalam rangka pelaksanaan APBN; 

b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; 

c. transaksi perdagangan internasional; 

d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau 

e. transaksi pembiayaan internasional. 

Larangan  Menolak  Rupiah  (Pasal 23 UU Mata  Uang)  

Setiap  pihak  dilarang  untuk  menolak  untuk  menerima  Rupiah  kecuali  terdapat  

keraguan  atas  keaslian  Rupiah  atau  pembayaran  kewajiban  tersebut  telah  

diperjanjikan  secara  tertulis  dalam  valuta  asing .  
Link UU Mata 

Uang 5 
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UNDANG-UNDANG MATA UANG  

Sanksi (Pasal 33 ayat  (1) dan (2) UU Mata  Uang)  

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah NKRI dan menolak Rupiah untuk 

pembayaran di wilayah NKRI, dihukum dengan:  

Å pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan  

Å pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Link UU Mata 
Uang 
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UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA  

 

Mencapai dan memelihara  
kestabilan nilai Rupiah  

Tujuan BI  

Pasal 7 UU BI 
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UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA  

 

Menetapkan dan melaksanakan  

kebijakan moneter  

Mengatur dan menjaga  

kelancaran sistem pembayaran  

BI berwenang melakukan  

pengendalian moneter  
Pasal 10 ayat (1) UU BI 

BI berwenang menetapkan  

penggunaan alat pembayaran  
Pasal 15 ayat (1) UU BI 

Tugas BI 
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UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus  
(UU Kawasan Ekonomi Khusus) 

 
 

UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU sebagaimana diubah dengan 

UU No. 44 Tahun 2007  
(UU Kawasan Perdagangan Bebas) 

 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA  

 

Mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Kawasan Ekonomi 
Khusus & Kawasan Perdagangan Bebas dimana kawasan tersebut merupakan  

bagian  dari wilayah NKRI 
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Peraturan Perundang -Undangan lain (Lanjutan ...)  
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Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2012  

tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional 

Penetapan tarif pelayanan jasa logistik dengan denominasi Rupiah 



Peraturan Perundang -Undangan lain  

 
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman 

Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan 
 
 
 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern 

Harga barang dan/atau jasa wajib ditetapkan/dinyatakan dalam Rupiah 
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DIMENSI EKONOMI 



KONDISI SAAT INI 

Masih banyak penggunaan mata uang  selain  Rupiah   
di wilayah NKRI (dolarisasi)   

Pencantuman harga  barang/jasa di wilayah NKRI dalam valuta asing  

Pembayaran/penyelesaian transaksi di wilayah NKRI dengan valuta asing  
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Ç Proses dolarisasi terjadi ketika importir  mewajibkan penjualan barangnya kepada produsen dalam negeri dalam 

valas maka hal tersebut akan membuat mata rantai permintaan valas berlanjut sampai titik  terakhir di konsumen 

yang pada akhirnya membayar dalam mata uang rupiah. 

Ç Sebagai contoh di bawah, awalnya permintaan USD hanya dari importir  sebesar USD 100, tetapi karena mata rantai 

transaksi antar produsen menggunakan USD maka permintaannya mjd USD 200. Belum lagi jika produsen domestik 

menambahnya untuk permintaan valas untuk berjaga-jaga.  

Ç Jika transaksi DN diwajibkan dalam IDR maka permintaan valas hanya USD 100 dan hal tsb akan memutus mata 

rantai dolarisasi dalam perekonomian Indonesian 

Pabrik PTA & 
MEG 

Penjualan 

Brg Jadi K
o

n
s
u

m
e
n

 

A
k
h

ir
 

Impor 

PTA/MEG 

LUAR NEGERI 

Pabrik 

Polyester 
Pabrik 

Pemintalan 
Pabrik 

Garmen DALAM NEGERI 

USD 100 

USD 

100 + 50 

USD 

150 + 50 IDR 

Penjualan 

Benang & 

Serat 

Penjualan 

Kain 

Total Permintaan Valas keseluruhan = USD 200, 
meskipun pendapatan perusahaan dalam Rupiah 

    Kewajiban Penggunaan Rupiah Mengurangi Dolarisasi di Perekonomian Indonesia 
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Stabilitas 

Nilai Tukar 

Penyederhanaan Beberapa Ketentuan 
Pasar Valas 

Memitigasi risiko yang 
timbul dari ULN valas yaitu 
risiko nilai tukar, likuiditas, 
dan overleveraging. 

ÅLebih kearah mengkonsolidasi 
beberapa peraturan yang telah 
diterbitkan Pemerintah 
sebelumnya. 
ÅTujuan utamanya adalah 

kedaulatan Rupiah di NKRI 
ÅKemudian diharapkan dapat 

membantu kestabilan NT 
 

 Pendalaman 
Pasar 

Keuangan 

 Pengaturan 
ULN Krporasi 

Nonbank 

 Penggunaan 
Mata Uang 

Rupiah 

Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI Merupakan Salah Satu Kebijakan  
untuk Menopang Kestabilan Nilai Tukar Rupiah 
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